
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEM BANCUNAN NASIONAL

KXPUTUSAN

SEKRITARIS KXMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS T]TAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMORKEP . 2 /SES/HK/O1/2O2O

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN

SATUAN KERJA

KANTOR MENTERI NEGARA PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRXTARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRXTARIS LTTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan

Penrbangunarr Nasiorral/Kepala Badan Pelencanaarl

Pembangunan Nasional Nomor KEP.

KnP.z14IM.PPN/HK/12/2019 tentans PenSangkatan

Pejabat Penand atangan DIPA/Pejabat Kuasa PenSSuna

An1garan Kenrenterian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionall

bahwa untuk rnendukung pelaksanaatr tugas dan lungsi

Kenlerlterian Pererlcanaan Pentbatrgunan Nasional/Badan

Perencanaarl Perubarrgunan Nasional (Ket.tretrteriatr

PPN/Bappenas) telah ditetapkan Dokumen Isian Pelaksanaan

AnSSaran (DIPA) atau dokunteu an1gatan lainnya;

c. bahwa ...

Menimbang : a.

b.



C bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan

an4gatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat

berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan

Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Kantor Menteri

NeSara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa pegawai yanS nanlanya tercantum dalarn Keputusan

ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk

ducluk dan melaksanakan tugas sebagai Bendahara

Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional,/Badan Petencanaar.

Perrrbangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Olg tentanS AngSaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O

(l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 20I9 Nomor

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6410);

Peraturan Penrerintah Nonlor 45 Tahrtn 2073 tenlang Tata

Cara Pelaksanaan An3Saran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 65 TahLLn 201,5 tentang

Kementerian Pet:encanaan Pembangunan Nasionall

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2O15 tentang Badan

Perencanaan Penrbangunan Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahrtn 2016;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2078 tentang

P engadaan B ar ang / J asa Pemerintah ;

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahw 2Ol9 tentanr Penataan

Tugas dan FunSsi Kementerian Negara Kabinet lndonesia

Maju Periode Tahtn 2079-2024;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2078 tentang

Organisasi Kementerian Negaral

d
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E. Peratllran...



.s Peratulan Menteli Keuangan Nomor 190/PMK.O5/ 201-2

tentanS Tata Cara Pernbayaran dalam rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagainuna

telah diubah derrgan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17g/PMK.O\/2Oi8 tentanS Perubahan Atas Peraturan

Menteri KeuarlSan Nornor 190/PMK.O5/2012 tentang Tata

Cara Pernbayaran dalanr rangka Pelaksanaan Atr8Saran

Pendapatan dan Belanja Nesara;

Pel'aturan Merlteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanan PembanSunan Nasional

Nonror 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan,, Pelaks naan,

Pelaporan, Penlarltauan dan Evaluasi Ke8iatan darr

An8[aaran;

MEMUTLISKAN:

KXPTITUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS TITAMA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU SELAKU

PEJABAT PENANDATANGAN DIPA,/PEJABAT KUASA PINGGUNA

ANGGARAN

KEMENTf,RIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/BADAN PER.ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN

SATUAN KXRJA KANTOR MENTERI NEGARA PERf,NCANAAN

PEMBANGT]NAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN

PEMBANGT]NAN NASIONAL.

1)

Merletapkarl

PERTAMA Mengangkat:

Nama

NIP

sebagai

Cory Fadila, SE, M.Sc

198610i9 2009122001

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja

Kantor Menteli NeSara

Perencanaan Pentbangunan

Nasional/Badan Percncanaan

Penrbangunan Nasional.

KEDUA:
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tugas Bendahara Pengeluaran meliputi:

a. nrenerima, menyinrpan, menatarsahakan, dan membukukan

uanglsurat berh arga dalant pengelolaannya;

b. nrelakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah

Pejabat Pembuat Konritnren;

c. nrenolak perintah per.ubayaran apabrla tidak mentenuhi

persyaratan untuk dibayarkan;

d. melakukan pemotonSan/penlun8utan penerimaan negara

dari pernbayaran yang dilakukannya;

e. menyetorkau penlotonSan/pemungutan kewajiban kepada

negara ke kas negara;

f. rnengelola lekening tenlpat penyimpanan UPl dan

B. nrenyanrpaikan laporan Pertanggungiaw aban (LP) kepada

Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktunr

PERTAMA sesuai kewe nan ganny a dalam rrrengelola keuangan

negara wajib tertib, taat pada pemturan perundang-undangan,

etisien, ekonomis, efektit, transparan dan bertanEtu ng jawab

dengan mernerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bendahara Pengelualan menyelenggarakan penrbukuan atas luang

Satuan Kerja yan8 dikelolanya dan nteurbuat laporan

peltanggungjawaban nrengenai pengelolaan uanS yan9

dikrrasainya kepada Pengguna Anggaran / Pejabat Kuasa Peugguna

Anlgaran.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secat'a prlbadi atas

kerugian keuangan neSara yant berada dalam penturusannya.

Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini

dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan,

derrgan ketentuan baltwa tanda tangan serta paraf tidak sah,

apabila tidak sesuai dengan yanS tercanhim dalam lanrpiran

Keputusan ini.

KELI,\4A

KEENAM

KETUJUH:
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KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Janrari 2O2O

SEKRETARIS KEMENTERI,AN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEI.A,KU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

HIMAWAN HARIYOG

a

A/v
Tembusan Keputusan ini disanrpaikan kepada Yth:

1. Ketua Baclan Penreriksa Keuanganl

2. Sekretaris Kerllenterian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuanganl

4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kelnenterian Keuangan;

5. Inspektur Utama, Bappenas;

6. Kepala Biro Perencanaan, organisasi dan Tatalaksana, Kelllenterian

PPN/Bappenas;

7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KXPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/

SEKRETARIS T]TAMA BAPPENAS

NOMORKEP. 2 /SES/HK/9I,/2020

TANGGAL 2 JANUARI 2O2O

TANDATANGAN DAN PARAF

BENDAHARA PENGELUARAN

SATUAN KERJA KANTOR MENTERI NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS T-ITAMA BADAN PEPJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEI,AKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KXMXNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

<..>

HIMAWANHARIYOGA

Nama/Jabatan Tanda Tangan

Cory Fadila, SE, M.Sc.

NrP 1986r01 9 20091 2 2 001

Bendahara PenSeluaran Satuan Kerja

Kantor Menteri NeSara

Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Badan P et enc anaan

Pernbangunan Nasional

ry o
+

Paraf


